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Contempt of court pada awalnya berkembang di negara Common law. Secara histroris 
berkembang di Kerajaan Inggris pada abad pertengahan yang mana pada saat itu terdapat 
anggapan bahwa raja memiliki hak seperti Tuhan. Oleh karena itu, setiap rakyat harus 
tunduk kepada raja dan menghormati raja. Pada saat itu contempt of court identik dengan 
Contempt of King karena belum ada independensi peradilan. Selanjutnya dalam 
perkembangannya Contempt of court mendapat tempat dalam UNCAC  ( United Nations 
Convention Against Corruption) , Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa melawan Korupsi 
dalam Pasal 25 yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mengkriminalisasi 
perbuatan menghalangi jalannya persidangan dan Negara  Indonesia sebagai salah satu 
negara anggota wajib  mengikuti aturan tersebut; 
 
Di Indonesia ,Istilah Contempt of Court sudah ada sejak dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung.Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985  sebagaimana diubah 
dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung  Penghinaan terhadap peradilan 
diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong 
kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan.   Hal ini termuat dalam 
Penjelasan Umum butir 4 Alinea ke 4 UU No 14 Tahun 1985 yang  
menyatakan:..........Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang 
sebaik-baiknya  bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan pancasila maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur 
penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ atau ucapan yang dapat 
merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan 
yang dikenal sebagai “Contempt of Court”. 
 
Berdasarkan penjelasan umum diatas artinya wajib dibentuknya suatu UU khusus yang 
mengatur lebih lanjut tentang contempt of Court ini karena memang diatur dalam UU 
tersebut. Selain itu  mengingat betapa banyaknya penghujatan terhadap pejabat peradilan 
yang sejatinya  materi penghujatan tersebut tidak pernah ada,   sementara itu terjadi 
pergeseran dari norma-norma sikap dan perilaku di kalangan masyarakat , yang dapat 
diketahui dengan rendahnya kepercayaan masyarakat  baik terhadap pejabat peradilan, 
maupun terhadap lembaga peradilan dalam mencederai keadilan. Lahirnya UU Contempt of 
Court adalah prioritas utama demi terwujudnya kekuasan kehakiman yang mandiri serta 
tegaknya negara hukum.  
 
Untuk itu MA sudah menggagasnya  dalam program legislasi nasional tahun 2015-2019 
untuk menjaga harkat martabat lembaga peradilan dari campur tangan pihak luar kekuasaan 
pengadilan. MA telah mengelompokan  bentuk-bentuk contempt of court sebagaimana  yang 
tertuang dalam Naskah Publikasi tersebut diatas yaitu:: 
1.Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan ( Misbehaving in Court); 
2. Tidak mentaati perintah pengadilan ( Disobeying Court Orders); 
3. Menyerang Integritas dan Imparsialitas pengadilan ( Scandalising The Court) 
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan ( Obstructing jJustice) 
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan  ( Contempt of court) dilakukan 
dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub Judice Rule) 

 



 

 
 
Pengaturan Contempt of Court di Indonesia 
Meskipun UU Contempt of Court belum disahkan namun Contempt of court terdapat 
pengaturannya secara terbatas dalam Pasal 207 KUHP.  Pasal 217 KUHP  dan Pasal 224 
KUHP. 
Pasal 207 KUHP “ Barang siapa membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan atau di 
tempat seorang pegawai negeri menjalankan jabatannya yang sah di depan umum dan tidak 
mau pergi sesudah diperintahkan oleh  atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum 
penjara selama-lamanya  tiga minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah 
Pasal 217 KUHP 
barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana 
seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi 
sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seibu delapan 
ratus rupiah 
Pasal 224 KUHP: 
barang siapa  dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa menurut UU dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajiban berdasarkan UU yang harus dipenuhinya, diancam; 

1.​ Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 
2.​ Dalam Perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan; 

Pasal 218 KUHAP 
bahwa siapa wajib menunjukan sikap hormat kepada pengadilan. Jika bersikap tidak sesuai 
dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari 
hakim ketua sidang, atas perintahnya maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang 
sidang. dalam hal pelanggaran tata tertib  tersebut termasuk dalam tindak pidana maka 
pelaku dapat dituntut. 
 
Selanjutnya dalam KUHP baru UU Nomor 1 tahun 2023  yang akan mulai berlaku tahun 
depan mengatur contempt of court dalam Bab VI tentang tindak pidana terhadap proses 
peradilan, yang terdiri dari penyesatan proses peradilan, mengganggu dan merintangi 
proses peradilan, pengrusakan gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan persidangan 
dan perlindungan terhadap saksi dan korban .  
Adapun Pasal-Pasal dalam KUHP Baru yang berkenaan dengan Contempt of court yaitu;: 
Pasal 279 UU Nomor 1 Tahun 2023 ( KUHP Baru) menyatakan: 
 

1.​ Setiap orang yang membuat gaduh di dekat Ruang Sidang pengadilan pada saat 
sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau 
atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak 
kategori I; 

2.​ Setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi 
sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II  

3.​  
Pasal 280 KUHP baru menegaskan bahwa; 

1.​ Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II setiap  orang yang pada 
saat sidang pengadilan berlangsung; 

 



 

a.​ tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses 
peradilan; 

b.​ Bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan atau 
persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim; 

c.​ Menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, mempublikasikan, 
proses persidangan secara langsung 

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf chanya dapat 
dituntut berdasarkan aduan; 
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh 
hakim. 
 
Pasal 281 KUHP Baru : 
Setiap orang yang menghalang-halangi mengintimidasi atau mempengaruhi Pejabat yang 
melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau 
putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan 
atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan 
atau pidana denda paling banyak kategori VI. 
 
BEBERAPA KASUS CONTEMPT OF COURT 
Beberapa kasus di Indonesia yang termasuk ke dalam tindak pidana Contempt of Court 
adalah : 

-​ Tahun 1980 di PN Jakarta Pusat seorang Pengacara dalam Kasus HR Dharsono 
melakukan contempt of court dalam pembelaanya; 

-​ Tahun 1987 Mimi Lidawati , pelapor , melempar sepatu kepada majelis Hakim karena 
kesal kepada Hakim sudah memberi uang namun terdakwa dihukum ringan; 

-​  Tahun 1993 Pengunjung nasabah BPR PT Surya yang mengipas-ngipas uang 
sepuluh ribuan dalam sidang di PN Surabaya  

-​ Tahun 1999 seorang pengacara sering meninggalkan ruang sidang tanpa 
persetujuan majelis hakim dan pernah mengusulkan Majelis Hakim yang - 
menyidangkan perkara tersebut diganti; 

-​ Tanggal 15 November 2003 terjadi pembakaran gedung PN Larantuka NTT oleh 
pihak yang tidak bertanggung jawab,; 

-​  Tanggal 23 Desember 2008 seorang Jaksa menyerang Hakim di PN Poso Sulteng 
sesaat setelah membebaskan terdakwa; 

-​ Tahun 2005 seorang Hakim ditusuk di ruang sidang - PA Sidoarjo 
-​ Pembakaran gedungi di PN Temanggung, Jawa Tengah tahun 2011, 
-​ tahun 2013 PN depok 
-​ Tahun 2013 seorang Hakim  PN Gorontalo di serang saat berkendara 
-​ Tahun 2013 Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita ditembak hingga tewas saat 

berkendara menuju kantornya. 
-​ Tahun 2015 Kasus mantan Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana, marah  

menantang majelis hakim dengan ucapan yang tak pantas ; 
-​ Tahun 2018 Pembakaran dan pengrusakan di PN Bantul 
-​ Tanggal 18 Juli 2019 seorang oknum advokat menganiaya dengan sabuknya 

terhadap hakim yang sedang membaca putusan dalam sidang terbuka untuk umum 
di PN  Jakarta Pusat 

 



 

-​ Yang terbaru tanggal 6 Februari 2025 di PN Jakarta Utara, dua orang advokat  yang 
bertengkar mulut di ruang sidang dan salah satu anak buah dari advokat itu naik ke 
meja ruang sidang; 

 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
Sanksi hukum terhadap etika di peradilan harus terus disosialisasikan dan diberlakukan agar 
perbuatan contempt of court tidak terus berulang. 
Contempt of court  ada dimana mana . Tidak hanya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga 
dilakukan oleh tokoh publik dan orang yang berlatar belakang pendidikan yang baik, bahkan 
berlatar belakang hukum dan berprofesi di bidang hukum. Untuk itu perlu disosialisasikan 
edukasi hukum kepada masyarakat untuk menjaga kesadaran hukum dan mengedepankan 
etika berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai nilai hukum. Perlu adanya 
perangkat hukum menyangkut pengamanan yang baku di ruang sidang yang melibatkan 
aparat hukum lainnya baik pihak kepolisian maupun kejaksaan  dan jaminan perlindungan 
yang cukup agar  aparatur pengadilan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Begitu seriusnya akibat dari tindak pidana contempt of court maka penyelesaian 
pembahasan Rancangan UU Contempt of Court menjadi prioritas utama demi  kekuasaan 
kehakiman yang mandiri dan tegaknya negara hukum 
 

 


